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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR : 540 TAHUN 1990 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN 
PRINSIP PEMBEBASAN LOKASI/LAHAN ATAS BIDANG TANAH 

UNTUK PEMBANGUNAN FISIK KOTA DI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

 
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 
 
Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan, 

terutama pembangunan fisik kota dalam rangka 
merealisir Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 
Tahun 1985-2005 dan Rencana Bagian Wilayah Kota 
untuk wilayah Kecamatan di DKI Jakarta Tahun 2005 
mengakibatkan banyaknya dilakukan 
pembebasan/pembelian tanah dan benda-benda yang 
ada di atasnya baik untuk kepentingan dinas 
maupun swasta; 

b. bahwa mengingat terbatasnya lahan di Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan langkah-
langkah pengendalian dan pengawasan terhadap 
pembebasan/pembelian tanah sebagaimana 
dimaksud pada butir a di atas; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu 
menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional 
pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan 
Lokasi/Lahan atas bidang tanah untuk 
pembangunan fisik kota di daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agaria; 

2. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang 
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang 
Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya 
tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia 
dengan nama Jakarta; 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah; 

5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata 
Ruang Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 



Tahun 1985 sampai dengan Tahun 2005; 
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana 
Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta 
Nomor Da.11/3/11/1972 tanggal 2 Pebuari 1972 
tentang Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin 
Membebaskan dan Penunjukan/Penggunaan Tanah 
serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-benda 
yang ada di atasnya untuk Kepentingan 
Dinas/Swasta di wilayah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan 

Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan atas bidang tanah 
untuk pembangunan fisik kota di Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 
 

KEDUA : Untuk memperoleh Surat Persetujuan Prinsip 
Pembebasan Lokasi/Lahan harus dipenuhi persyaratan 
sebagai berikut : 
1. Pemohon harus berbentuk badan Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komenditir, Badan Usaha Milik Negara 
atau Daerah, dengan nama bentuk apapun, 
persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, 
yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap. 

2. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi 
formulir yang disediakan oleh Dinas Tata Kota cq. 
Sekretariat BPUT. 

3. Permohonan harus dilengkapi praproposal 
proyek/perancang bangun yang terdiri dari: 
a. Aspek rencana kota/tata ruang; 
b. Tata cara pembebasan tanah; 
c. Aspek pembiayaan proyek; 
d. Aspek tata laksana proyek; 
e. Aspek sosial ekonomi proyek; 
f. Aspek lingkungan hidup; 
g. Jangka waktu penyelesaian pembebasan tanah 

dan pembangunan fisik. 
4. Melampirkan rekomendasi Bank Pemerintah atau 

Bank Devisa untuk membiayai pembebasan tanah 
dan pembangunan fisik proyek. 

  5. a. Pelaksanaan pembebasan tanah untuk 
kepentingan proyek pembangunan harus 
dilaksanakan secara utuh dalam satu kesatuan 
lokasi/lahan. 

b. Apabila realisasi pembebasan tersebut tidak 
terlaksana secara utuh maka terhadap tanah 
yang telah dibebaskan tersebut dapat dialihkan 
secara sepihak oleh Gubernur KDKI Jakarta 
kepada pihak lain dengan penggantian sebesar 
harga pembebasan ditambah 20% biaya 



administrasi dari harga pembebasan tanah. 
  6. Terhadap lokasi/lahan yang dimohon dengan kondisi 

lapangan dan atau rencana kota peruntukannya 
adalah perumahan yang luasnya 5.000 M2 (lima ribu 
meter persegi) atau lebih, kepada pemohon 
diwajibkan membiayai dan membangun rumah susun 
murah beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal 
manfaat secara komersil, dan atau ketentuan lainnya 
yang ditetapkan Gubernur KDKI Jakarta. 
Pembangunan rumah susun murah dimaksud, lokasi 
dan persyaratan penjualannya ditetapkan kemudian 
oleh Gubernur DKI Jakarta. 

7. Pemohon berkewajiban mengganti prasarana dan 
sarana kota yang ada di dalam lokasi/lahan yang 
dimohon. 

8. Terhadap lahan yang telah dikuasai/dibebaskan 
sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan 
Lokasi/Lahan dimaksud, harus dilengkapi dengan 
rekomendasi keabsahan pemilikannya dari Kantor 
Pertanahan setempat, dan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari dari sejak dikeluarkannya rekomendasi 
tersebut harus megajukan permohonan Surat Izin 
Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada 
Gubernur KDKI Jakarta. 
 

KETIGA : Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan 
dimaksud berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
diterbitkannya dan batal dengan sendirinya apabila 
jangka waktu tersebut berakhir serta segala resikonya 
menjadi beban tanggungan pemohon kecuali ada 
persetujuan perpanjangan secara tertulis dari Gubernur 
Kepala Daerah. 
 

KEEMPAT : Pemohon harus membuat surat penyataan kesanggupan 
untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan pada 
diktum kedua. 
 

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan 
ditetapkan kemudian. 
 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

DITETAPKAN DI : JAKARTA 
PADA TANGGAL : 31 MARET 1990 
 

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

 
 

ttd. 
 

WIYOGO ATMODARMINTO 
  



TEMBUSAN : 
1. Wagub Bidang Pemerintahan; 
2. Wagub Bidang Ekbang; 
3. Sekwilda; 
4. Ass. Pem/Sekwilda; 
5. Para Walikota; 
6. Dinas Tata Kota DKI; 
7. Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI; 
8. Dinas Pekerjaan Umum DKI, Dinas Perumahan; 
9. Biro Bina Bangda; 
10. Biro Hukum; 
11. Biro KDH. 


